6.1 Kebijakan
(a) Penyelenggaraan pendidikan pada PPs Universitas PGRI Palembang berdasarkan beberapa kebijakan antara lain:
1. Undang-Undang No. 20 tahun 2003	tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang No.14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Presiden Nomor 08 tahun 2012 tentang Kerangka Kuaifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6. Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 62 tahun 2016 tentang Sistem penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.
8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendaygunaan Aparatur Negara No. 38/Kep/MK/WASPAN/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang Wewenang dan Tanggung Jawab dalam kegiatan Bimbingan Pembuatan Skripsi, Tesis, dan Disertasi.
9. Izin Penyelenggaraan Program Studi Magister Manajemen Pendidikan No. 36/KPT/I/2015.
10. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
11. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Pencegahan Coronavirus Disease (COVID-19) pada Satuan Pendidikan.
12. Surat kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 262/E.E2/KM/2020 tanggal 23 Maret tentang Pembelajaran Selama Masa Darurat Pandemi COVID-19.
13. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 97/D/O/2000 tanggal 09 Juni 2000, tentang Perubahan Bentuk STKIP PGRI Palembang menjadi Universitas PGRI Palembang.
14. Surat Keputusan Mendiknas RI No. 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
15. Keputusan Depdiknas Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi No. 2017/D/T/2007 tanggal 1 Agustus 2007 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Baru Pada Universitas PGRI Palembang.
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia No. 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional.
17. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional No. 5010/SK/BAN- PT/Akred/M/XII/2017 Tentang Nilai Akreditasi B pada Program Studi Magister Manajmen Pendidikan.


18. Statuta Universitas PGRI Palembang berdasarkan Keputusan YPLP PT-PGRI Provinsi Sumatera Selatan No. 541.a/C.1/YPLP PT- PGRI/2017 tanggal 4 November 2017.
19. Surat Keputusan Rektot Universitas PGRI Palembang Nomor. 3361/R.G.7/UNIV.PGRI/2021, tentang Tim Penyusun Buku Pedoman Akademik 2021/2022.
20. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas PGRI Palembang tentang Tim Penyususn Buku Pedoman Akademik 2021/2022.
21. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pembina lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia (YPLP PT- PGRI) Sumatera Selatan tentang Pengesahan Rencana Strategis Universitas PGRI Palembang.
22. Surat Keputusan Rektor (tahun 2019) tentang pengembangan kurikulum Program Studi.
23. Surat Keputusan Direktur tentang pengembanagn Kurikulum Program Studi (PS).
24. Surat Keputusan Direktur Pascasarjana Universitas PGRI Palembang
25. Renstra Universitas PGRI Palembang
26. Standar Mutu Pendidikan Universitas PGRI Palembang
27. Surat Keputusan Rektor tentang penyusunan Pedoman Penulisan Tesis.

Sosialisasi
Kebijakan tersebut telah disosialisasikan ke pihak-pihak yang berkepentingan melalui cara-cara sebagai berikut:
1. Media	internal seperti web Universitas PGRI Palembang, web. PPs Universitas PGRI Palembang.
2. Kebijakan rektor tentang perubahan kurikulum
3. Rapat dosen pada awal dan akhir semester.
4. Melalui seminar dan workshop

Implementasi
Dilaksanakan	melalui	peninjauan	kurikulum	yang	disesuaikan	dengan kebutuhan pasar dan perkembangan pendidikan.
Uraikan kegiatan didalam peninjauan kurikulum (misalnya MK yg diubah atau ditambah dll)
Kebijakan tersebut telah diimplementasikan dalam kegiatan bidang pendidikan seperti:
1. Pembelajaran
2. Pembimbingan Tesis
3. Pengembangan kurikulum
4. Kegiatan akademik lainnya.

Pelaksanaan pembelajaran setiap semester dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur tentang Pembagian Tugas Mengajar Dosen. Dosen yang mendapatkan tugas mengajar menyiapkan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sesuai dengan mata kuliah yang diampunya. Pada pelaksanaan pembelajaran dosen mengajar berdasarkan jadwal yang disiapkan oleh Program Studi (PS) Magister Manajemen Pendidikan. Dosen mengajar sesuai jadwal tatap muka selama 16 kali pertemuan (pertemuan ke








8 pelaksanaan Ujian Tengah Semester (UTS), pertemuan ke 16 pelaksanaan Ujian Akhir Semester (UAS). Setelah akhir semester, dosen melaksanakan UAS dan melaksanakan penilaian akhir, hasilnya berupa nilai akhir.Pada masa pandemi COVID-19 pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara daring.
Pelaksanaan pembimbingan tesis dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu 1)   Dosen melaksanakan tugas setelah menerima Surat keputusan (SK) Direktur tentang pembimbingan Tesis. 2) Pembimbingan tesis dilaksanakan setelah mahasiswa menerima pembekalan berupa Pelatihan Penulisan Tesis yang dilaksanakan oleh PPs Universitas PGRI Palembang.
1) Setelah mahasiswa menerima SK Pembimbingan tesis dan mengetahui dosen yang menjadi pembimbing 1 dan pembimbing 2, mahasiswa berkonsultasi tentang judul Tesis. 4) Setelah judul Tesis disetujui oleh kedua pembimbing, mahaiswa mulai menyusun proposal tesis. 5) Mahasiswa melakukan seminar proposal setelah proposal tesis disetujui pembimbing 1 dan pembimbing 2 serta ketua Program Studi. 6) Seminar proposal dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Direktur PPs tentang penguji seminar proposal tesis yang terdiri dari 5 penguji. 7) Setelah melaksanakan seminar proposal tesis, mahasiswa melakukan revisi proposal. 8) Setelah perbaikan/revisi diselesaikan, mahasiswa menyiapkan instrumen penelitian.
9) Instrumen penelitian selesai, kemudian melakukan penelitian ke lapangan, diteruskan analisis dan pengolahan data. 10) Melaksanakan seminar hasil penelitian tesis. 11) dan melakukan ujian tesis.
Pada peninjauan kurikulum dilakukan perubahan dan penyesuaian jumlah sks dari 43 sks medi 36 sks. Selain jumlah sks, mata kuliah juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan perkembangan pendidikan.

